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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Dobo Kelas II dalam 

melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat 

Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan 

Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung R.I 

sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Surat ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang 

bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) dan PermenPAN & RB Nomor 53 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

maka peradilan tingkat pertama berkewajiban untuk mempertangungjawabkan pelaksanaan 

tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta 

kewenangan yang dipercayakan kepada publik. 

Seiring dengan digulirkannya tunjangan khusus berbasis kinerja, kita dituntut untuk 

memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi pelayanan publik, yang 

dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk pelayanan 

instansi/lembaga kepada masyarakat pencari keadilan.  Peningkatan ini harus didukung oleh 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja, 

yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk di dalamnya jajaran aparatur 

peradilan. 

Pelaksanaan birokrasi peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu 

sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas.  Oleh karena itu, 

perencanaan dan akuntabilitas mutlak berjalan beriringan. 
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Salah satu unsur pokok penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana 

Strategis dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi, untuk mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terukur dan teruji. 

Berdasarkan latar belakang yang demikian, maka Pengadilan Negeri Dobo Kelas II 

membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019, Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019. 

 

B. Tugas Pokok dan Fungsi. 

Pengadilan Negeri  Dobo Kelas II merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dengan 

Pengadilan Tinggi Ambon merupakan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (fore 

post) yang berkedudukan di Kota Ambon. 

Pengadilan Negeri Dobo Kelas II merupakan institusi Peradilan Umum dibawah 

Mahkamah Agung R.I. sebagai pelaksanaan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk 

penyelenggaraan Peradilan guna penegakan Hukum dan keadilan yang bertugas dan 

berwewenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat 

pertama dengan  wilayah hukum meliputi : Kabupaten Kepulauan Aru.  

Sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri 

mempunyai tugas yaitu Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan setiap perkara 

yang diajukan ke Pengadilan Negeri Dobo Kelas II selalu diproses sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  Bahwa tugas dari Pengadilan Negeri adalah mengadili 

yaitu, menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara yang masuk/diterima baik 

perkara Pidana maupun Perdata, selain itu terhadap perkara-perkara yang telah diputus maka 

Pengadilan Negeri akan segera menyelesaikan ‘pemberkasan’ (yang lebih dikenal dengan 

nama ‘minutasi’). 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan 

perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama. 



 

 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  ( LKjIP ) 2019 

3 

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada 

masyarakat tentang keadilan yang hakiki berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan tidak mengabaikan tatanan norma-norma yang telah 

ada dalam masyarakat. 

3. Fungsi Mediator. Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para 

pihak, maka hakim berkewajiban melakukan upaya mediasi untuk perdamaian 

(PERMA No. 01 Tahun 2008) 

4. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan yakni 

administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian maupun 

administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan 

beserta dengan administrasinya. 

 

C. Isu Strategis 

Dalam melaksanakan tugas fungsinya di tengah masyarakat, tidak dapat dipungkiri 

Pengadilan Negeri Dobo Kelas II menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik yang 

berasal dari luar organisasi maupun internal Pengadilan Negeri Dobo Kelas II sendiri yang 

sangat mempengaruhi gerak langkah Pengadilan Negeri Dobo dalam menggapai visi dan 

misi yang telah digariskan. 

Permasalahan utama yang terlihat jelas pada Pengadilan Negeri Dobo Kelas II dapat 

disampaikan sebagai berikut : 

A. Internal. 

- Gencarnya Reformasi Birokrasi di tubuh Pengadilan Negeri Dobo Kelas II masih 

belum bisa menghilangkan budaya kerja masa sebelumnya, di mana masih banyak 

pegawai yang bekerja tidak berorientasi pada pelayanan. 

Pegawai masih menunggu bola, dan enggan berkreasi dan berinovasi guna 

menjalankan tugas yang diemban. Terlihat gagap untuk mengikuti perkembangan 

di mana saat ini dituntut penggunaan otomatisasi / teknologi  secara menyeluruh 

guna menunjang kerja dan pelayanan prima bagi pencari keadilan. 
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- Kurangnya pelatihan/pembimbingan terutama di bidang administrasi baik di 

Kepaniteraan maupun Kesekretariatan sehingga pelaksanaan fungsi administrasi 

sering berjalan dengan apa adanya. 

- Kekurangan SDM juga menjadi isu selama beberapa tahun terakhir, di mana 

dalam menjalankan beberapa tugas fungsi sering dilakukan oleh 1 orang saja. 

- Pelayanan masyarakat yang masih membutuhkan waktu lama menjadi isu utama 

pencari keadilan, sehingga perlu diperkuat monitoring terhadap pelaksanaan SOP 

terutama terkait waktu pelaksanaan yang sering tidak dipatuhi pegawai. 

- Kebijakan pelayanan prima sering tidak didukung sumber pendanaan yang 

memadai. 

- Tidak diterapkannya system punish & reward yang baik mengakibatkan 

kepatuhan menjalankan SOP maupun tugas yang diemban menjadi sebatas 

wacana. 

B. Eksternal 

- Proses persidangan yang memakan waktu lama menjadi keluhan para pencari 

keadilan, mengingat di Pengadilan Negeri Dobo Kelas II saat hanya memiliki 3 

orang Hakim, sehingga terjadi antrian persidangan yang berpengaruh pada 

lamanya proses setiap perkara. 

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan proses mencari 

keadilan di Pengadilan menyebabkan sering terjadi aksi anarkis maupun vandalis 

saat berlangsung sidang-sidang tertentu. 

- Wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo Kelas II yang terdiri dari gugusan pulau-

pulau juga menjadi isu tersendiri dalam menghambat proses peradilan yang cepat 

dan murah 
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BAB  II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran 

strategis dalam mencapai tujuan.  Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja 

utama dapat digambarkan sebagai berikut:  

Tabel 2.1: Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dobo Kelas II 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG 

JAWAB 

SUMBER DATA 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan : 

- Perdata 

- Pidana       

  

Panitera/ 

Sekertaris 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

b. Persentase perkara : 

- Perdata 

- Pidana       

Yang diselesaikan tepat waktu 

 

Panitera/ Sekretaris 

dan Juru Sita  

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

c. Persentase penurunan sisa 

perkara: 

- Perdata 

- Pidana. 

 

Panitera 

 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

d. Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum : 

 Banding 

 Kasasi 

 PK 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

e. Persentase Perkara Pidana Anak 

yang Diselesaikan dengan Diversi 

 

 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

f. Index responden pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan 

peradilan 
Panitera 

Laporan Semesteran 

dan Laporan Tahunan 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara  

 

a. Persentase Penyelesaian Minutasi 

Perkara Sesuai dengan Jangka 

Waktu yang ditentukan 
Ketua Majelis 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

b. Persentase Isi Putusan Yang 

Diterima Oleh para pihak Tepat 

Waktu 
Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 
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c. Persentase Perkara yang 

Diselesaikan melalui Mediasi  

d. Persentase berkas pkr yang 

diajukan Banding, Kasasi dan PK 

secara lengkap dan tepat waktu 

 

Panitera 

 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

3 Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara Prodeo yang 

diselesaikan 

 

 

panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

b. Persentase Perkara yang 

diselesaikan di luar Gedung 

Pengadilan 
Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

c. Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

d. Persentase putusan pkr yang 

menarik perhatian masyarakat yg 

dpt diakses scr online dalam 

waktu 1 hari setelah diputus 

Panitera 

 

4. 
Meningkatnya 

Kepatuhan Terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata 

yang Ditindaklanjuti (dieksekusi). Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

 

 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 

rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.  

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir 

tahun 2020.  Penyusunan Perjanjian Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Presiden RI. 

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan 

Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, dengan acuan tidak terlepas dari Peraturan Presiden Nomor 

2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 

2019, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

tahun 2017  dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan 

anggaran tahun 2019. 
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Maka untuk Tahun 2019 hingga di Tahun 2020, Pengadilan Negeri Dobo Kelas II telah 

melakukan Perjanjian Kinerja yang fokus pada percepatan proses persidangan yang 

termasuk di dalamnya administrasi perkara yang cepat dan terukur sesuai SOP juga 

memperhatikan pemerataan hak akan hukum bagi seluruh masyarakat terutama yang 

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo Kelas II, sehingga tidak perduli 

statusnya semua masyarakat dapat berperkara di Pengadilan Negeri Dobo dengan cepat, 

sederhana dan biaya ringan / bahkan tanpa biaya sekalipun. 

Diharapkan target pencapaian kinerja tahun 2020 akan lebih baik dari tahun-tahun 

sebelumnya sehingga pada tahun 2020 target yang ditetapkan pada RenStra Pengadilan 

Negeri Dobo Kelas II akan tercapai yang kami yakini dapat memberikan perubahan di 

dalam organisasi maupun dalam pelayanan terhadap pencari keadilan secara jauh lebih 

baik. 

Berikut Matriks Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dobo Kelas II Tahun 2019: 

Tabel 2.2: Target Rencana Kinerja  

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel  

a. Persentasi sisa perkara yang 

diselesaikan : 

- Perdata 

- Pidana 

 

b. Persentasi perkara : 

- Perdata 

- Pidana 

Yang diselesaikan tepat waktu 

 

c. Persentasi penurunan sisa perkara : 

- Perdata 

- Pidana 

 

d. Persentasi perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- PK 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

30% 

30% 
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e. Persentasi perkara pidana anak yang 

diselesaikan dengan Diversi 

 

f. Indeks responden pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan 

peradilan 

 

 

80% 

90% 

95% 

 

15% 

 

 

80% 

 

 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentasi penyelesaian Minutasi 

perkara sesuai dengan jangka waktu 

yang ditentukan 

 

b. Persentasi isi putusan yang diterima 

oleh para pihak tepat waktu 

 

c. Persentasi perkara yang diselesaikan 

melalui Mediasi 

 

d. Persentasi berkas perkara yang 

diajukan Banding, Kasasi dan PK 

secara lengkap dan tepat waktu 

90% 

 

 

 

85% 

 

 

 

10% 

 

 

 

100% 

3. Meningkatnya Akses Peradilan 

bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

a. Persentasi perkara Prodeo yang 

diselesaikan 

 

b. Persentasi perkara yang diselesaikan 

di luar Gedung Pengadilan 

 

c. Persentasi Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang mendapat 

100% 

 

 

10% 

 

 

100% 
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Layanan Bantuan Hukum 

(POSBAKUM)  

 

d. Persentasi Putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah diputus 

 

 

 

 

 

0% 

 

4. Meningkatnya Kepatuhan 

Terhadap Putusan Pengadilan 

Persentasi Putusan Perkara Perdata 

yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

90% 

5. Terwujudnya transparansi 

pengelolaan SDM berdasarkan 

parameter objektif 

a. Pedoman persentase SDM yang 

promosi dan mutasi berdasarkan 

parameter objektif 

  

b. Persentase pencapaian penggunaan 

anggaran  

  

c. Persentase pengiriman Laporan 

Pengelolaan Sistem Akuntansi 

Pemerintah tepat waktu 

100% 

 

 

 

80% 

 

 

100% 

6. Meningkatkan Sarana dan 

Prasarana Fisik Pengadilan 

a. Meningkatkan perawatan sarana 

lingkungan gedung kantor   

  

b. Persentasi pengadaan alat pengolah 

data dan komunikasi sesuai 

perencanaan yang ditetapkan 

100% 

 

 

80% 

7. Tersedianya dukungan sarana 

dan prasarana baik langsung 

maupun tidak langsung dalam 

rangka penyelenggaraan 

proses peradilan yang murah, 

cepat dan adil. 

Persentasi ketersediaan peralatan 

dan fasilitas perkantoran 

100% 

8. Meningkatkan kemampuan 

teknis SDM 

a. Persentase peningkatan 

produktifitas kinerja SDM (SKP dan 

Penilaian Prestasi Kerja) 

  

b. Persentasi SDM yang mengikuti 

Diklat/Pelatihan 

100% 

 

 

 

30% 



 

 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  ( LKjIP ) 2019 

10 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Rencana Strategis merupakan 

landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan 

Negeri Dobo Kelas II. 

Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya organisasi, manajemen 

lembaga Peradilan sangat penting untuk dilakukannya pengukuran kinerja setiap 

tahunnya.  Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap kinerja yang 

dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana atau standar yang telah 

ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya.  Dengan perbandingan ini akan 

diketahui tingkat capaian kinerja setiap program. 

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Dobo Kelas II dilakukan meliputi capaian kinerja 

atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana 

Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan.  Pelaporan atas capaian kinerja tersebut 

selanjutnya akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Dobo Kelas II. 

 Perhitungan Capaian Kinerja 

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat 

realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja.  Tingkat capaian kinerja dihitung 

dengan dalil sebagai berikut: 

Realisasi

Rencana
%  Tingkat capaian Kinerja ₌ × 100

 

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem informasi Data 

Kinerja yang memadai.  Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus 

disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi 

kriteria informasi yang baik yaitu, valid, lengkap, tepat dan cepat. 
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a. Hasil atau Output Kinerja 

Hasil atau output kinerja Pengadilan Negeri Dobo Kelas II merupakan segala 

sesuatu yang telah dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Dobo Kelas II berdasarkan kinerja 

atas perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya (kontrak kinerja) yang sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Dobo Kelas II.  Tugas pokok dan fungsi 

tersebut yang mana telah dijabarkan pada masing-masing bagian atau komponen kinerja 

(objek kinerja), yang mencakup keseluruhan bagian yang ada dan melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya pada Pengadilan Negeri Dobo Kelas II, yang dalam hal ini 

mengenai penyelesaian perkara untuk para pencari keadilan dengan mengedepankan 

profesionalisme, akuntabilitas, jujur dan berkeadilan secara efektif dan efisien. 

Tugas pokok dan fungsi tersebut juga telah dijabarkan berdasarkan atas job 

description masing-masing bagian sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) 

yang didukung dengan mekanisme dan tata cara pengukuran dan penilaian Sasaran 

Kinerja Pegawai (SKP) untuk mendapatkan hasil yang paling optimal.   

 

b. Indikator Kinerja 

1. Indikator Penilaian Pelaksanaan Penyelesaian Perkara 

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dobo Kelas II menggunakan indikator 

asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang mana meliputi beberapa 

variabel penentu yakni ketepatan dan kecepatan dalam menerima, memeriksa dan 

mengadili dalam menyelesaikan perkara, serta kemapanan/efektifitas dan efisiensi 

administrasi perkara.  Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dobo Kelas II 

sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan misi 

Pengadilan Negeri Dobo Kelas II. 

 

2. Indikator Penilaian Kinerja dan Sasaran 

Indikator Kinerja merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian sasaran-

sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Indikator Kinerja Sasaran 

Pengadilan Negeri Dobo Kelas II Tahun 2018 – 2022, menjadi alat ukur dalam 
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penilaian tingkat pencapaian kinerja yang harus dipenuhi dalam jangka pendek 

maupun menengah. 

Indikator Kinerja Sasaran digunakan oleh pimpinan dalam menyusun arah dan 

kebijakan serta prioritas kegiatan yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan 

penyusunan rencana kegiatan.  Pada setiap akhir tahun dilakukan pengukuran 

kinerja atas setiap indikator sasaran, melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP), 

sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan/pengelolaan anggaran.     

3. Indikator Penilaian Kinerja dan Kegiatan 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadian Negeri Dobo Kelas II akan diukur 

tingkat capaian kinerjanya melalui Indikator Kinerja Kegiatan, yang meliputi: 

1. Masukan (input) 

2. Keluaran (output), hasil (outcome) 

3. Manfaat (benefit) 

4. Dampak (impact) 

Tingkat rencana capaian kinerja tersebut akan dihitung dan dibandingkan dengan 

realisasinya pada setiap akhir tahun, dengan menggunakan formulir Pengukuran 

Kinerja Kegiatan (PKK). 

Target Penilaian 

Dalam menentukan target penilaian kinerja dapat dikategorikan dalam 2 jenis target 

yakni antara lain: 

1. Target Rencana 

Merupakan penentuan persentase dari sesuatu yang diharapkan berhasil dari yang 

telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena penentuan capaian target rencana 

diperoleh dari akumulasi capaian hasil kinerja yang telah berjalan pada tahun 

sebelumnya, sehingga capaian optimal dari sesuatu target rencana tidaklah mutlak 

100%.   
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2. Target Hasil 

Merupakan penentuan riil persentase dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan 

pada tahun kinerja yang bersangkutan.  Hal ini diperoleh dari persentase realisasi 

kinerja kegiatan dengan persentase target kinerja kegiatan yang ditetapkan 

sebelumnya.   

c. Analisis Akuntabilitas Kinerja 

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Dobo Kelas II Tahun 2020 mengacu pada Indikator 

Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas. Dari pengukuran kinerja 

tersebut, analisis capaian setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut : 

1) Ukuran Capaian Kinerja Utama “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan Akuntabel” 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah Jumlah sisa perkara yang 

diselesaikan berbanding jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. 

                              Tabel 3.1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

Sisa Perkara Tahun 2018 Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Perdata 

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan 1 Berkas 
97 100 

Jumlah Sisa Perkara 1 Berkas 

Pidana  

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan 4 Berkas 
97 100 

Jumlah Sisa Perkara 4 Berkas 

 

 

 

 

 



 

 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  ( LKjIP ) 2019 

14 

Perbandingan persentasi penyelesaian sisa perkara dalam tahun 2019 dapat 

disajikan sebagai berikut : 

                            Tabel 3.2: Perbandingan  penyelesaian perkara  

Tahun 

Perdata Pidana 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 85 100 87 100 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja penyelesaian sisa 

perkara baik Pidana maupun Perdata konsisten tahun 2019 dengan 

pencapaian target tahun 2019 baik Pidana maupun Perdata sebesar 100%. 

 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Jumlah perkara yang 

diselesaikan tahun berjalan berbanding jumlah perkara yang ada. 

                           Tabel 3.3: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

Perkara Tepat Waktu Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Perdata 

Jumlah Perkara Selesai 15 Berkas 
85% 89.19 

Jumlah Perkara 20 Berkas 

Pidana 

Jumlah Perkara Selesai 59 Berkas 
87% 87 

Jumlah Perkara 68 Berkas 

 

Perbandingan persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 

dapat disajikan sebagai berikut : 
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                              Tabel 3.4: Perbandingan perkara yang diselesaikan tepat tahun 2019 

Tahun 

Perdata Pidana 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2018 100 100 100 100 

2019 85.82 100 87 100 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja penyelesaian 

perkara tahun 2019 mengalami penurunan di mana pencapaian target tahun 

2019 untuk Perdata ada penurunan 2.14%  sementara untuk Pidana juga 

mengalami penurunan sebesar 10.00%. 

c. Persentase penurunan sisa perkara adalah Jumlah sisa perkara tahun 

sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan berbanding sisa perkara tahun 

sebelumnya. 

                            Tabel 3.5: Persentase penurunan sisa perkara 

Sisa Perkara Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Perdata 

Jumlah Sisa Perkara 2018 1 Berkas 
0 0 

Jumlah Sisa Perkara 2019 5 Berkas 

Pidana 

Jumlah Sisa Perkara 2018 4 Berkas 
51 51 

Jumlah Sisa Perkara 2019 13 Berkas 

 

Perbandingan persentasi penurunan sisa perkara tahun 2019 dapat disajikan 

sebagai berikut : 
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                            Tabel 3.6: Perbandingan  penurunan sisa perkara tahun 2019 

Tahun 

Perdata Pidana 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 15 20 58 68 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja penurunan tahun 

2019 mengalami penurunan di mana pencapaian target tahun 2019 untuk 

Perdata 29%, sementara untuk Pidana realisasi sisa perkara sebesar 58%. 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah Jumlah perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum berbanding jumlah putusan perkara. 

                            Tabel 3.7: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 
Jumlah 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Banding 

Jumlah yg Tidak Upaya Hukum 63 Berkas 
77.96 77.96 

Jumlah Putusan 59 Berkas 

Kasasi 

Jumlah yg Tidak Upaya Hukum 68 Berkas 
0 0 

Jumlah Putusan 59 Berkas 

PK 

Jumlah yg Tidak Upaya Hukum 68 Berkas 
0 0 

Jumlah Putusan 59 Berkas 

 

Persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam tahun 2019 

dapat disajikan sebagai berikut : 
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                            Tabel 3.8: Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum  

Tahun 

Banding Kasasi PK 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 5 34 0 0 0 0 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum tahun 2019 mengalami penurunan di mana 

pencapaian target tahun 2019 untuk Banding 0.19%   

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah Jumlah 

perkara anak yang diselesaikan dengan diversi berbanding jumlah perkara 

pidana anak. 

                            Tabel 3.9: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi 

Perkara anak diselesaikan 

dengan Diversi 
Jumlah 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah Perkara Anak yg 

Diselesaikan dengan Diversi 
0 Berkas 

0 0 

Jumlah Perkara Anak 3 Berkas 

 

Perbandingan persentasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi  

dapat disajikan sebagai berikut : 

Tabel 3.10: Perbandingan  perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi  

Tahun 
Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 0 2 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja perkara pidana anak 

yang diselesaikan dengan Diversi tahun 2019 mengalami penurunan di mana 

pencapaian target tahun 2019 berada pada 0%. 
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f. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 

merupakan nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan yang didapat melalui Survey 

Kepuasan Masyarakat / IKM. 

                            Tabel 3.11: Indeks responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan peradilan 

Indeks Kepuasan 
IKM 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Semester  I Tahun 2019 71 71 

Semester  II Tahun 2019 73 73 

Nilai Rata-rata 73 73 

 

Perbandingan Indeks Responden yang diperoleh tahun 2019 dapat disajikan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.12: Perbandingan indeks responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan 

peradilan  

Tahun Realisasi Target 

2019 73 80 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa Indeks Kepuasan 

Responden terhadap Layanan Pengadilan Negeri Dobo Kelas II mengalami 

peningkatan meskipun pencapaian target tahun 2019 sesuai dengan target  

yang ditetapkan. 

2) Ukuran Capaian Kinerja Utama “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara” 

a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan Jangka Waktu yang 

ditentukan  adalah Jumlah minutasi perkara yang disampaikan berbanding 

jumlah putusan perkara. 
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                            Tabel 3.13: Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu 

Minutasi Tahun 2019 Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah Minutasi tepat waktu 59 Berkas 

96.75 96.75 

Jumlah Putusan Perkara 59 Berkas 

 

Perbandingan persentasi penyelesaian sisa perkara tahun 2019 dapat disajikan 

sebagai berikut : 

                          Tabel 3.14: Perbandingan penyelesaian minutasi perkara sesuai tahun 2019 

Tahun 

Minutasi Tepat Waktu 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 96.75 90 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja Penyelesaian 

Minutasi Perkara Sesuai dengan Jangka Waktu yang ditentukan tahun 2019 

cukup baik dengan pencapaian target tahun 2019 sangat memuaskan di mana 

dapat memenuhi target yang ditetapkan. 

b. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu adalah 

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu berbanding jumlah putusan. 

                           Tabel 3.15:Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 

Isi Putusan Diterima Tepat Waktu Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah isi putusan diterima tepat waktu 59 Berkas 
100 100 

Jumlah Putusan 68 Berkas 
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Perbandingan persentasi isi putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu 

dapat disajikan sebagai berikut : 

                            Tabel 3.16: Perbandingan isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu  

Tahun 
Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2018 75 80 

2019 85 85 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja penyampaian isi 

putusan tepat waktu ke para pihak tahun 2019 cenderung konsisten di mana 

pencapaian target tahun 2019 tetap menunjukan hasil 100%. 

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi adalah Jumlah perkara 

yang diselesaikan dengan  minutasi berbanding jumlah perkara yang dilakukan 

minutasi 

                            Tabel 3.17: Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

Penyelesaian Perkara Melalui 

Mediasi 
Jumlah 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah Mediasi Berhasil 0 Berkas 
0 0 

Jumlah Perkara yang dimediasi 6 Berkas 

 

Perbandingan persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi dalam kurun 

2 tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut : 

                          Tabel 3.18: Perbandingan penyelesaian minutasi tahun 2019 

Tahun 
Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2018 0 100 

2019 0 100 
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Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja penyelesaian 

perkara melalui mediasi tahun 2019 mengalami penurunan di mana pencapaian 

tahun 2019 dibawah   target yang ditetapkan.  

d. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara 

Lengkap dan Tepat Waktu adalah Jumlah perkara yg diajukan Banding, Kasasi PK 

secara lengkap berbanding jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, 

Kasasi,  

 Tabel 3.19: Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap 

Pengajuan Banding, Kasasi, PK Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah Pengajuan Lengkap & Tepat Waktu 5 Berkas 
100 100 

Jumlah Pengajuan Banding, Kasasi, PK 5 Berkas 

 

Perbandingan persentasi berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK 

secara lengkap dan tepat waktu dalam tahun 2019 dapat disajikan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.20: Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan 

tepat waktu tahun 2019 

Tahun 
Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2018 0 100 

2019 100 100 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja Pengajuan Banding, 

Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu tahun 2019 menunjukan konsistensi 

pencapaian target di mana pencapaian tahun 2019 tetap sesuai target yaitu 

100% . 
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3) Ukuran Capaian Kinerja Utama “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat 

Miskin dan Terpinggirkan ” 

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesesaikan  adalah Jumlah Perkara Prodeo 

yang diselesaikan berbanding jumlah Perkara Prodeo. 

Tabel 3.21: Persentase perkara prodeo yang diselesaian 

Perkara Prodeo Tahun 2019 Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah Perkara Prodeo yg diselesaikan 0 Berkas 

0 0 

Jumlah Perkara Prodeo 0 Berkas 

 

Perbandingan persentasi perkara Prodeo yang diselesaikan dalam tahun 2019 

dapat disajikan sebagai berikut : 

                          Tabel 3.22: Perbandingan penyelesaian minutasi perkara sesuai tahun 2019 

Tahun 

Penyelesaian Prodeo 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 0 100 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja perkara Prodeo yang 

diselesaikan tahun 2019 tidak ada di mana pada Pengadilan Negeri Dobo Kelas 

II tidak pernah ada perkara Prodeo. 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah Jumlah 

Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan berbanding jumlah Perkara 

yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. 
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                            Tabel 3.23: Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu 

Perkara di luar Gedung Pengadilan 

Tahun 2017 
Jumlah 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah Penyelesaian luar gedung 0 Berkas 

0 0 Jumlah Perkara yang seharusnya 

diselesaikan di luar gedung 

0 Berkas 

 

Perbandingan persentasi Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 

tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut : 

                             Tabel 3.24: Perbandingan perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan tahun 2019 

Tahun 

Penyelesaian Perkara di luar 

Gedung Pengadilan 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2018 15 100 

2019 0 100 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja penyelesaian 

Perkara di luar Gedung Pengadilan menunjukan hasil yang konsisten stabil tahun 

2019 dengan pencapaian target tahun 2019 sebesar 100%. 

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum) adalah Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum berbanding jumlah Pencari 

Keadilan Golongan Tertentu. 
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                            Tabel 3.25: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum 

Posbakum Tahun 2019 Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah yang mendapat layanan 15 Berkas 

100 100 

Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu 15 Berkas 

 

Perbandingan persentasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2019 dapat disajikan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.26: Perbandingan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan 

tahun 2019 

Tahun 

Posbakum 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 100 100 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja pemberian Layanan 

Bantuan Hukum ke Pencari Keadilan Golongan Tertentu tahun 2019 pencapaian 

target tahun 2019 sesuai target yaitu 100% 

4) Ukuran Capaian Kinerja Utama “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan 

Pengadilan ” 

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)  adalah 

Jumlah putusan perkara perdata sudah BHT yang tidak mengajukan 

permohonan eksekusi berbanding jumlah Perkara Perdata yang telah BHT. 
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                              Tabel 3.27: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

Eksekusi Tahun 2019 Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah Perkara Perdata yg tidak dieksekusi 0 Berkas 
0 0 

Jumlah Perkara Perdata BHT 0 Berkas 

 

Perbandingan persentasi eksekusi yang dimohonkan terhadap perkara perdata 

yang telah BHT dalam tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut : 

                            Tabel 3.28: Perbandingan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti tahun 2019 

Tahun 

Pelaksanaan Eksekusi 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2018 0 0 

2019 0 0 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja eksekusi 

permohonan perkara perdata belum BHT. 

 

5) Ukuran Capaian Kinerja Supporting Unit “Terwujudnya Transparansi Pengelolaan 

SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif ” 

a. Persentase SDM yang Promosi dan Mutasi Berdasarkan Parameter Objektif 

adalah Jumlah promosi dan mutasi SDM berbanding jumlah yang seharusnya 

mendapat promosi dan mutasi. 
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                            Tabel 3.29: Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif 

Promosi & Mutasi Tahun 2019 Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah Promosi & Mutasi 0 Orang 
0 0 

Jumlah yang Harus Promosi & Mutasi 0 Orang 

 

b. Persentase Pencapaian Penggunaan Anggaran adalah Jumlah anggaran yang 

berhasil diserap berbanding jumlah Anggaran yang didapat Satker. 

                            Tabel 3.31: Persentase pencapaian penggunaan anggaran 

Serapan Anggaran Tahun 2019 Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah Serapan Anggaran Rp. 2.976.035.000 
100 100 

Jumlah Anggaran yg di dapat Rp. 2.976.035.000 

 

Perbandingan Persentase Pencapaian Penggunaan Anggaran tahun 2019 dapat 

disajikan sebagai berikut : 

                            Tabel 3.32:Perbandingan pencapaian penggunaan anggaran tahun 2019 

Tahun 

Serapan Anggaran 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 100 100 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja Pencapaian 

Penggunaan Anggaran tahun 2019 terhitung stabil. 

 

c. Persentase Pengiriman Laporan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah 

Tepat Waktu adalah Jumlah Laporan akuntansi yang terkirim tepat waktu 

berbanding laporan akuntansi yang harus dikirim. 
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Tabel 3.33: Persentase pengiriman laporan pengelolaan system akuntansi pemerintah tepat 

waktu 

Laporan Akuntansi Tahun 2019 Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah Laporan yang dikirim 12 Dok 
100 100 

Jumlah Laporan yang harus dikirim 12 Dok 

 

Perbandingan Persentase pengiriman laporan akuntansi tepat waktu tahun 2019 

dapat disajikan sebagai berikut : 

                            Tabel 3.34: Perbandingan pengiriman laporan akuntansi tepat waktu tahun 2019 

Tahun 

Laporan Akuntansi 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 100 100 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja pengiriman laporan 

akuntansi tepat waktu tahun 2019 konsisten baik dan sesuai waktu yang 

ditentukan dengan pencapaian 100% 

1) Ukuran Capaian Kinerja Supporting Unit “Meningkatnya Sarana dan Prasarana Fisik 

Pengadilan ” 

a. Meningkatkan Perawatan Sarana Lingkungan Gedung Kantor adalah Jumlah 

perawatan gedung dibanding perawatan gedung yang harus dilakukan 

berdasarkan perencanaan anggaran. 

                           Tabel 3.35: Persentase perawatan sarana lingkungan gedung kantor 

Perawatan Sarana Tahun 2019 Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah Perawatan 12 Kali 
100 100 

Jumlah perawatan yang Harus dilakukan 12 Kali 
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Perbandingan Meningkatkan Perawatan Sarana Lingkungan Gedung Kantor 

tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :   

                            Tabel 3.36: Perbandingan perawatan sarana lingkungan kantor tahun 2019 

Tahun 

Perawatan Sarana Gedung 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 100 100 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja Perawatan Sarana 

Lingkungan Gedung Kantor tahun 2019 konsisten sesuai jadwal dan kebutuhan 

dengan pencapaian 100% 

b. Persentase Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Sesuai Perencanaan 

yang ditetapkan adalah Jumlah pengadaan alat pengolah data dan komunikasi 

dibanding jumlah pengadaan alat pengolah data dan komunikasi yang 

direncanakan. 

                            Tabel 3.37: Persentase pengadaan alat pengolah data dan komunikasi sesuai perencanaan 

Pengadaan Tahun 2019 Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah Pengadaan 4 Item 
100 100 

Jumlah Perencanaan Pengadaan 4 Item 

 

Perbandingan Persentase Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Sesuai 

Perencanaan yang ditetapkan tahun 2019  dapat disajikan sebagai berikut : 
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                            Tabel 3.38: Perbandingan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi sesuai perencanaan 

Tahun 

Pengadaan 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 100 100 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa Pengadaan Alat Pengolah 

Data dan Komunikasi Sesuai Perencanaan yang ditetapkan tahun 2019 konsisten 

terpenuhi 100% 

 

2) Ukuran Capaian Kinerja Supporting Unit “Tersedianya Dukungan Sarana dan 

Prasarana baik Langsung maupun Tidak Langsung Dalam Rangka Penyelenggaraan 

Proses Peradilan yang Cepat, Murah dan Adil ” 

a. Ketersediaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran adalah Jumlah serapan 

anggaran sarana prasarana penunjang pekerjaan dibanding jumlah anggaran 

yang ada. 

                            Tabel 3.39: Persentase ketersediaan peralatan dan fasilitas perkantoran 

Ketersediaan sarana prasarana       

Tahun 2019 
Jumlah 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah serapan Rp. 504.260.000 
100 100 

Jumlah anggaran Rp. 504.260.000 

 

Perbandingan Ketersediaan sarana dan prasarana tahun 2019 dapat disajikan 

sebagai berikut : 
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                            Tabel 3.40: Perbandingan ketersediaan sarana dan prasarana tahun 2019 

Tahun 

Ketersediaan Sarana Prasarana 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 100 100 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja ketersediaan sarana 

dan prasarana tahun 2019 terpenuhi dengan serapan anggaran 100%. 

 

3) Ukuran Capaian Kinerja Supporting Unit “Meningkatkan Profesionalisme dan 

Kemampuan Teknis SDM” 

a. Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi 

Kerja) adalah Jumlah kinerja yang sesuai target dibanding jumlah kinerja yang 

direncanakan. 

                            Tabel 3.41: Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM 

Produktifitas Kinerja Tahun 2017 Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah Pencapaian sesuai target 172 Unsur 
95 95 

Jumlah perencanaan 181 Unsur 

Perbandingan Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan 

Penilaian Prestasi Kerja) tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut : 

                            Tabel 3.42: Perbandingan produktifitas kinerja SDM tahun 2019 

Tahun 

Produktifitas Kinerja 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 95 100 
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Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa Peningkatan Produktifitas 

Kinerja tahun 2019 terbilang stabil walaupun belum mencapai target. 

b. Persentase SDM Yang Mengikuti Diklat/Pelatihan adalah Jumlah SDM yang 

mengikuti dan lulus Diklat/Pelatihan dibanding jumlah SDM. 

                            Tabel 3.43: Persentase SDM yang mengikuti diklat/pelatihan 

SDM Yang Ikut Diklat Tahun 2019 Jumlah 
Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Jumlah yg ikut diklat & lulus 0 Orang 
100 100 

Jumlah SDM 0 Orang 

 

Perbandingan Persentase SDM Yang Mengikuti Diklat/Pelatihan tahun 2019 

dapat disajikan sebagai berikut : 

                            Tabel 3.44: Perbandingan SDM yang mengikuti diklat/pelatihan tahun 2019 

Tahun 

Produktifitas Kinerja 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

2019 100 100 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa kinerja SDM Yang Mengikuti 

dan lulus Diklat/Pelatihan tahun 2019 konsisten 100%  
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Penerimaan Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Tahun 

2019 

Tabel 3.45: Penerimaan Negara Dari Perkara Pidana 

Jenis Perkara Denda Uang Pengganti Jumlah Keterangan

Tindak Pidana Korupsi  Rp                                    -  Rp                                   -  Rp                                   - 

Perlindungan Anak  Rp                                    -  Rp                                   -  Rp                                   - 

Psikotropika  Rp                                    -  Rp                                   -  Rp                                   - 

Tindak Pidana Ringan  Rp                                    -  Rp                                   -  Rp                                   - 

Tindak Pidana Lalu Lintas  Rp                                    -  Rp                                   -  Rp                                   - Setor ke Bank

Jumlah  Rp                                    -  Rp                                   -  Rp                                   - 

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Kepaniteraan Hukum Tahun 2019 

Tabel 3.46: Penerimaan Negara Dari Bagian Hukum 

Jenis Jumlah Berkas Jumlah Penerimaan 

Pengesahan Surat di bawah tangan 12 surat Rp. 120.000 

Pendaftaran Surat Kuasa 14 surat Rp. 140.000 

Pendaftaran Akta Notaris 5 CV Rp. 50.000 

Surat Keterangan Belum pernah 

dihukum 

4 surat Rp. 40.000 

Jumlah RP. 350.000 
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Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Kepaniteraan Perdata Tahun 2019 

Tabel 3.47: Penerimaan Negara Dari Perkara Perdata 

Jenis Jumlah Penerimaan

Pengesahan Ahli Waris      12  surat  Rp                   120.000 

Redaksi      20  penetapan/ putusan  Rp                   200.000 

Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan    156  penetapan/ putusan  Rp                     78.000 

Biaya pendaftaran 

Gugatan/Permohonan/Banding/Kasasi/PK
     24  perkara  Rp                   720.000 

Uang Leges      24  penetapan/ putusan  Rp                   240.000 

Legalisasi tanda tangan  -  penetapan/ putusan  Rp                                 - 

Bunga Rekening Pihak III Tahun 2019  -  -  Rp                                 - 

Biaya Pencatatan  -  - 

Hak Kepaniteraan Lainnya  -  - 

- Uang Tak Bertuan  -  - 

- Sisa Biaya Prodeo

 Rp               1.358.000 

Jumlah Berkas

Jumlah
 

Perkara Perdata Gugatan yang berhasil didamaikan dengan Mediasi oleh 

Mediator/Perdamaian oleh Majelis Hakim 

Tabel 3.48: Hasil Mediasi 

%

3 berkas                                              - berkas 0,00

Perkara Mediasi  Damai oleh Mediasi/Oleh Majelis Hakim

 

Berikut disajikan tabel perbandingan persentasi penyelesaian perkara selama tahun 

2019: 

Tabel 3.49: Persentasi penyelesaian perkara  

 
Tahun 2019 

(%) 

Perdata Gugatan 85 

Perdata Permohonan 100 

Pidana Biasa 87 

Pidana Anak 90 

Pidana Cepat - 

Pidana Lalu Lintas - 

Pidana Pra Peradilan - 

Pidana Khusus Perikanan - 
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Berikut tabel perbandingan persentase jumlah terdakwa dengan jumlah terpidana 

selama tahun 2019 : 

Tabel 3.50: Persentasi jumlah terdakwa dan terpidana  

 Tahun 2019 

(%) 

Pidana Biasa 82 

Pidana Anak 75 

Pidana Khusus 

Perikanan 
0 
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Evaluasi Kinerja 

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Dobo Kelas II 

Tahun : 2019 

     Tabel 3.51: Evaluasi kinerja 

NO SASARAN INDIKATOR  TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN  

(%) 
1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan : 

- Perdata 

- Pidana  

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

b. Persentase perkara : 

- Perdata 

- Pidana       

Yang diselesaikan tepat waktu 

 

75 

100 

 

76.58 

89.19 

 

76.58 

89.19 

c. Persentase penurunan sisa 

perkara: 

- Perdata 

- Pidana. 

 

 

20 

20 

 

 

0 

(52.6) 

 

 

0 

(52.6) 

d. Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum : 

 Banding 

 Kasasi 

 PK 

 

 

80 

90 

95 

 

 

79.87 

83.77 

97.4 

 

 

79.87 

83.77 

97.4 

e. Persentase Perkara Pidana Anak 

yang Diselesaikan dengan Diversi 

20 16.67 16.67 

f. Index responden pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan 

peradilan 

90 75.43 75.43 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara  

 

a. Persentase Penyelesaian Minutasi 

Perkara Sesuai dengan Jangka 

Waktu yang ditentukan 

95 96.75 96.75 

b. Persentase Isi Putusan Yang 

Diterima Oleh para pihak Tepat 

Waktu 

90 100 100 

c. Persentase Perkara yang 

Diselesaikan melalui Mediasi  

d. Persentase berkas pkr yang 

diajukan Banding, Kasasi dan PK 

secara lengkap dan tepat waktu 

10 

 

100 

23.08 

 

100 

23.08 

 

100 

3 Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

a. Persentase Perkara Prodeo yang 

diselesaikan 

0 0 0 
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Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

b. Persentase Perkara yang 

diselesaikan di luar Gedung 

Pengadilan 

0 10 10 

c. Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

100 100 100 

d. Persentase putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara online 

dalam waktu 1 hari setelah 

diputus 

0 0 0 

4. 
Meningkatnya 

Kepatuhan Terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata 

yang Ditindaklanjuti (dieksekusi). 

90 100 100 

 

Tabel .3.52: Realisasi Rencana Kinerja Kesekretariatan 

NO SASARAN INDIKATOR  TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN  

(%) 
1. Terwujudnya 

transparansi pengelolaan 

SDM lembaga peradilan 

berdasarkan parameter 

objekti 

a. Persentase SDM yang promosi 

dan mutase berdasarkan 

parameter objektif 

0 

 

0 

 

0 

  b. Persentase pencapaian 

penggunaan anggaran 

80 100 100 

  c. Persentase pengiriman laporan 

pengelolaan system aplikasi 

pemerintah tepat waktu 

100 100 100 

2. Meningkatkan Sarana 

dan Prasarana Fisik 

Pengadilan 

a. Meningkatkan perawatan sarana 

lingkungan gedung kantor   

100 100 100 

  b. Persentase pengadaan alat 

pengolah data dan komunikasi 

sesuai perencanaan yang 

ditetapkan 

80 100 100 

3. Tersedianya dukungan 

sarana dan prasarana 

baik langsung maupun 

tidak langsung dalam 

rangka penyelenggaraan 

proses peradilan yang 

murah, cepat dan adil. 

a. Ketersediaan peralatan dan 

fasilitas perkantoran 

100 100 100 

4. Meningkatkan 

kemampuan teknis SDM 

a. Persentase peningkatan 

produktifitas kinerja SDM (SKP 

dan Penilaian Prestasi Kerja) 

100 95 95 

  b. Persentase SDM yang mengikuti 

Diklat/Pelatihan 

30 100 100 
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B. Realisasi Anggaran 

Tabel 3.53: Capaian Kinerja Anggaran 

PROSENTASE 

CAPAIAN

01. Meningkatkan pengelolaan layanan 

sistem informasi terintegrasi

100% 001. Jumlah Laporan 

pengelolaan keuangan

Rp.         2.976.035.000 Rp.        2.964.486.320 99,61%

02. Meningkatnya pengelolaan 

administrasi kepegawaian dan 

pengembangan SDM berdasarkan 

parameter objektif

100% 002. Jumlah satuan kerja 

yang mendapatkan 

bimbingan teknis

03. Meningkatnya pengelolaan pelaporan 

keuangan yang transparan dan akuntabel

100% 003. Jumlah laporan 

seminar/konferensi 

internasional dan rapat 

kerja nasional

04. Meningkatnya kualitas rencana 

program dan anggaran serta organisasi 

tata laksana secara transparan, efektif 

dan efisien

100% 004. Jumlah pedoman 

pengelolaan keuangan 

negara

05. Meningkatnya pengelolaan sarana 

dan parasarana penunjang pelayanan 

peradilan

100% 005. Jumlah 

penyelenggaraan 

operasional perkantoran

06. Terselenggaranya pelayanan 

pimpinan

100%

07. Tersedianya 

operasional/pemeliharaan perkantoran 

Badan Urusan Administrasi dan daerah

100%

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA

006. Jumlah satuan kerja 

yang dimonitoring dan 

dievaluasi

1 01. Meningkatnya 

kualitas layanan 

dukungan 

manajemen untuk 

menwujudkan 

layanan prima 

peradilan

ANGGARAN REALISASI
NO

SASARAN 

STRATEGIS
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PROSENTASE 

CAPAIAN

100% 001. Jumlah Pengadaan 

Jaringan instalasi di Lingkungan 

Mahkamah Agung

Rp.         52.450.000 Rp.          49.720.000 94,80%

100% 002. Jumlah Pengadaan Tanah 

di Lingkungan Mahkamah 

Agung

100% 003. Jumlah Pengadaan 

IT/CTS/SiadPA/SiadTUN/SiadMi

l di Lingkungan Mahkamah 

Agung

100% 004. Jumlah Pengadaan 

Peralatan/Fasilitas kantor di 

Lingkungan Mahkamah Agung

100% 005. Jumlah Pengadaan 

Sertifikat Tanah di Lingkungan 

Mahkamah Agung

100% 006. Jumlah Pengadaan buku 

hukum di Lingkungan 

Mahkamah Agung

100% 007. Jumlah Pengadaan gedung 

kantor sesuai prototype yang 

mendukung sarpras peradilan 

anak, mediasi dan disabilitas100% 008. Jumlah Pengadaan 

kendaraan operasional untuk 

pengadilan di Lingkungan 

Mahkamah Agung

100% 009. Jumlah Pengadaan 

Perangkat Pengolah Data  dan 

Komunikasi

2

CAPAIAN KINERJA

02. 

Terpenuhinya 

kebutuhan 

sarana dan 

parasarana 

dalam 

mendukung 

pelayanan 

peradilan

01. Terpenuhinya 

kebutuhan sarana dan 

parasarana dalam 

mendukung pelayanan 

peradilan

ANGGARAN REALISASI
NO

SASARAN 

STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN
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Dibawah ini merupakan beberapa poin penting beserta penjelasannya mengenai capaian 

kinerja realisasi anggaran per jenis belanja dan capaian kinerja output lain yang 

berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian Umum dan Keuangan selama 

tahun 2019, adalah sebagai berikut : 

a. Capaian realisasi anggaran 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung 

 
3)  

BELANJA PEGAWAI 

PAGU 

Tabel 3.54: Pagu Belanja Pegawai 

4)  

MAK URAIAN PAGU (Rp) 

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 897.445.000 

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.000 

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 40.159.000 

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 16.312.000 

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 30.200.000 

511124 Belanja  Tunj. Fungsional PNS 586.760.000 

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 78.054.000 

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 40.194.000 

511129 Belanja Uang Makan PNS 189.871.000 

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 24.605.000 

511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 87.150.000 

Jumlah 1.990.775.000 
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Realisasi 

Tabel 3.55: Realisasi Belanja Pegawai

Rp %

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 897.445.000               898.750.000 100,15%                   (1.305.000)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.000                         14.658 58,63%                          10.342 

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 40.159.000                  40.201.484 100,11%                        (42.484)

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 16.312.000                  16.327.247 100,09%                        (15.247)

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 30.200.000                  30.200.000 100,00%                                     - 

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 586.760.000               595.190.000 101,44%                   (8.430.000)

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 78.054.000                  81.726.745 104,71%                   (3.672.745)

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.194.000                  40.193.100 100,00%                               900 

511129 Belanja Uang Makan PNS 189.871.000               178.188.000 93,85%                  11.683.000 

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 24.605.000                  25.715.000 104,51%                   (1.110.000)

511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 87.150.000                  87.150.000 100,00%                                     - 

1.990.775.000 1.993.656.234 100,14% -2.881.234Total

REALISASI
MAK URAIAN PAGU (Rp) SISA DANA

 

Belanja Barang 

PAGU 

Tabel 3.56: Pagu Belanja Barang 

MAK URAIAN PAGU (Rp)

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 93.600.000

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 43.500.000

521111 Belanja Keperluan perkantoran (internet) 100.300.000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 9.000.000

522111 Belanja Langganan Listrik 12.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon 4.800.000

522113 Belanja Langganan Air 600.000

523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 61.000.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.600.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 36.960.000

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 62.400.000

522141 Belanja Sewa Rumah Dinas 41.500.000

                 504.260.000 J u m l a h

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  ( LKjIP ) 2019 
 

 41 

Realisasi 

Tabel 3.57: Realisasi Belanja Barang 

Rp %

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 93.600.000 93.600.000 1 0

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 43.500.000 42.765.672 0,983118897 734328

521111 Belanja Keperluan perkantoran (internet) 100.300.000 100.300.000 1 0

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 9.000.000 8.840.936 0,982326222 159064

522111 Belanja Langganan Listrik 12.000.000 11.971.228 0,997602333 28772

522112 Belanja Langganan Telepon 4.800.000 4.573.800 0,952875 226200

522113 Belanja Langganan Air 600.000 359.400 0,599 240600

523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 61.000.000 60.831.964 0,997245311 168036

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.600.000 38.214.600 0,990015544 385400

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 36.960.000 35.960.000 0,972943723 1000000

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 62.400.000 62.382.086 0,999712917 17914

522141 Belanja Sewa Rumah Dinas 41.500.000 30.500.000 0,734939759 11000000

504.260.000 490.299.686 97,23%             13.960.314 J u m l a h

REALISASI
MAK URAIAN PAGU (Rp) SISA DANA

 

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

Belanja Modal 

PAGU  

Tabel 3.58: Pagu Belanja Modal 
5)  

MAK URAIAN PAGU (Rp)

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 374.000.000

536111 Belanja Modal Lainnya 86.000.000

460.000.000J u m l a h
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Realisasi 

Tabel 3.59: Realisasi Belanja Modal 

 

Rp %

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 374.000.000            373.544.000 99,88%                   456.000 

536111 Belanja Modal Lainnya 86.000.000              85.988.000 99,99%                     12.000 

460.000.000 459.532.000 99,90% 468.000Total

REALISASI
MAK URAIAN PAGU (Rp) SISA DANA

 

 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Belanja Barang 

PAGU 

Tabel 3.60: Pagu belanja barang 

 

MAK URAIAN PAGU (Rp)

521114 Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat 228.084.456

521211 Belanja bahan 159.563.633

521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi 2.500.000

522131 Belanja jasa konsultan 24.000.000

524113 Belanja perjalanan dinas dalam kota 334.144.678

748.292.767J u m l a h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)  
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Realisasi 

Tabel 3.61: Realisasi Pagu belanja barang 

 

Rp %

521114 Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat 228.084.456                1.433.800 0,63%             226.650.656 

521211 Belanja bahan 159.563.633              17.453.200 10,94%             142.110.433 

521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi 2.500.000                2.498.000 99,92%                         2.000 

522131 Belanja jasa konsultan 24.000.000              24.000.000 100,00%                                  - 

524113 Belanja perjalanan dinas dalam kota 334.144.678                4.615.000 1,38%             329.529.678 

748.292.767 50.000.000 6,68% 698.292.767Total

REALISASI
MAK URAIAN PAGU (Rp) SISA DANA

 

 

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM 

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua)program kerja yaitu : 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah 

Agung 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agun 

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : 

Program Peningkatan manajemen peradilan Umum 

 

Tabel Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2019 

Tabel 3.63: Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019 
 

NO Jenis Program Anggaran Realisasi Prosentase

1

Program Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung

 Rp           2.516.035.000  Rp           2.504.954.320                99,56 

2

Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur Mahkamah 

Agung

 Rp               460.000.000  Rp               459.532.000                99,90 

3
Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum
 Rp                 52.450.000  Rp                 49.720.000                94,80 

98,08Rata-rata Capaian tahun 2019
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BAB IV 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan 

 Untuk melaksanakan program kerja setiap tahunnya dibuat suatu sistem perencanaan 

yang terstruktur dan tersusun dalan Rencana Strategis.  Rencana Strategis Pengadilan 

Negeri Kelas II Dobo tersusun dalam bentuk tahunan dan jangka menengah yang 

merupakan tolak ukur bagi Hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II 

Dobo dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan. 

Beberapa faktor yang paling berpengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap 

perkembangan Pengadilan Negeri Kelas II Dobo.  Dari analisis Kekuatan, Kelemahan, 

Peluang dan Hambatan maka dapat ditentukan asumsi strategis sebagai berikut: 

a) Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang; 

b) Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; 

c) Mengatasi kelemahan yang  ada dengan memanfaatkan peluang; 

d) Mewaspadai dan mencegah ancaman dan kelemahan menjadi pendorong 

terwujudnya visi dan misi 

 

Dari beberapa analisis diatas dengan melihat keterkaitan masing-masing aspek yang 

dihubungkan antara visi dan misi yang hendak dicapai, maka dapat disimpulkan rumusan 

hasil analisis strategis yang menjadi prioritas kunci keberhasilan adalah: 

1. Peningkatan kinerja pelayanan (perumusan kebijakan dan sosialisasi) 

2. Peningkatan profesionalisme aparat peradilan 

3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan Pengadilan Negeri 

Kelas II Dobo 

4. Mengembalikan kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan yang prima 

 

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas 

hubungan antara misi dan tujuan disusun, faktor kunci keberhasilan sebagai berikut: 

1) Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan 

Negeri Kelas II Dobo agar menjadi professional; 
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2) Dukungan sarana dan prasarana pelayanan hukum yang memadai; 

3) Pengawasan yang terencana dan efektif 

4) Adanya peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas, pelayanan publik 

dan ketatalaksanaan yang mendukung 

 

 

B.  Saran 

 

1. Diperlukan adanya kerjasama yang baik lagi terutama dalam penanganan data 

SIPP pada mekanisme upaya hukum di Pengadilan tingkat Pertama (dalam hal ini 

pengisian amar putusan pada tingkat Banding/Kasasi/PK), sehingga kualitas dan 

kuantitas upaya hukum dapat dipaparkan secara jelas dan tepat waktu. 

 

2. Diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap Sumber Daya 

Manusia Teknis dan Non Teknis berupa pelatihan-pelatihan, yang lebih khusus 

kepada tata administrasi dan tata cara pembuatan pelaporan.  Masalah yang 

dialami satker tingkat pertama adalah pembuatan laporan secara otodidak, 

sangat kurangnya support data maupun kemampuan analisa data dari bagian 

teknis sehingga pembuat laporan di bagian non teknis harus menelusuri, kalkulasi, 

analisa dan menyusun sendiri data dari SIPP tanpa bantuan tenaga teknis dalam 

pembuatan Laporan Kinerja Instansi ini. 

 

3. Sebagai salah satu penopang peningkatan kinerja, maka perlu dipertimbangkan 

agar diterapkan sistem punish & reward di internal peradilan sebagai sarana 

pemacu semangat kerja/kinerja dan menghindari pola kerja lama yang sudah 

tidak sejalan dengan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. 

 

4. Guna mendukung capaian kinerja yang maksimal pada Pengadilan Negeri Dobo 

Kelas II juga diharapkan adanya pengawasan yang lebih terukur pada kinerja 

tenaga fungsional peradilan yang disadari turut berperan dalam upaya 

pemenuhan target kinerja satker tingkat pertama. 

 

5. Kepada pihak terkait dimohon untuk merealisasi rencana anggaran yang telah 

ditetapkan oleh Satuan Kerja (sesuai dengan kenyataan riil yang dialami satuan 
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kerja), dalam hal ini menyangkut volume dan kuantitasnya yang didukung oleh 

satuan harga/biaya yang berlaku di daerah tempat satuan kerja berada. 
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MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DOBO KELAS II 2020 - 2024 

NO 

Tujuan 
Target 

Jangka 

Menengah 

SASARAN TARGET KINERJA STRATEGIS 

Uraian Indikator kinerja URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR 

TARGET 

2020 

ANGGARA

N 2020 

1 Pencari 

keadilan 

merasa 

kebutuhan dan 

kepuasannya 

terpenuhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Persentase 

sisa perkara 

yang 

diselesaikan : 

  Terwujudnya 

Proses 

Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan 

dan 

Akuntabel 

a. Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan : 

          

Program 

Peningkatan 

Manejemen 

Peradilan 

Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

peradilan 

umum yang 

diselesaikandi 

tingkat 

pertama dan 

di tingkat 

banding yang 

tepat waktu 

50 Pkr 
 Rp  

52.450.000  

  
- Perdata 

82% -    Perdata 80% 85% 80% 82% 82% 

  
- Pidana  

90% -    Pidana  80% 85% 85% 87% 90% 

b. Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

tepat waktu  : 

75% 
b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu  : 

          

  
- Perdata 

75% -    Perdata 60% 65% 70% 72% 75% 

  
- Pidana 

65% -    Pidana 60% 65% 70% 72% 75% 

c. 
Persentase 

penurunan 

sisa perkara : 

 

 

 

c. Persentase 

penurunan sisa 

perkara : 

          

  
- Perdata 

 

85% 
-    Perdata 

80% 85% 85% 87% 87% 

  
- Pidana 

 

87% 
-    Pidana 

75% 80% 80% 85% 85% 

d. Persentase 

perkara  

yang tidak 

mengajukan  

 

 

d.  Persentase perkara  

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum : 

          - - - 
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NO 

Tujuan 
Target 

Jangka 

Menengah 

SASARAN TARGET KINERJA STRATEGIS 

Uraian Indikator kinerja URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR 

TARGET 

2020 

ANGGARA

N 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upaya hukum 

: 

 

 

 

 

      

  

   

  -       Banding 45% -       Banding 82% 85% 85% 87% 90% - - - 

  -       Kasasi 80% -       Kasasi 25% 30% 35% 40% 45% - - - 

  -       PK 15% -       PK 75% 75% 78% 80% 80% - - - 

e. Persentase 

perkara 

Pidana Anak 

yang 

diselesaikan 

dengan 

Diversi 

70% e. Persentase perkara 

Pidana Anak yang 

diselesaikan dengan 

Diversi 

5% 8% 10% 12% 15% 

- - - 

f. Index 

responden 

pencari 

keadilan  

yang puas 

terhadap 

pelayanan 

keadilan 

90% f.  Index responden 

pencari keadilan  yang 

puas terhadap 

pelayanan keadilan 

- - 68% 68% 70% 

- - - 

2 Setiap pencari 

keadilan dapat 

menjangkau 

badan 

peradilan 

a. Persentase 

Perkara 

Prodeo yang 

diselesaikan 

4% Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase Isi 

Putusan Yang diterima 

oleh para pihak Tepat 

Waktu 

80% 85% 85% 90% 90% 

- - - 

b. Persentase 

Perkara  

yang  

diselesaikan 

di luar 

gedung 

Pengadilan 

80% b. Persentase Perkara 

yang Diselesaikan 

melalui Mediasi 

2% 2% 3% 3% 4% 

- - - 
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NO 

Tujuan 
Target 

Jangka 

Menengah 

SASARAN TARGET KINERJA STRATEGIS 

Uraian Indikator kinerja URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR 

TARGET 

2020 

ANGGARA

N 2020 

                 

  

c. Persentase 

pencari 

keadilan 

Golongan 

Tertentu 

yang 

mendapat 

layanan 

Bantuan 

Hukum 

(Posbakum) 

100% 

 

c. Persentase berkas 

perkara yang diajukan 

Banding, Kasasi dan 

PK secara lengkap 

dan tepat waktu 

70% 70% 75% 75% 80% 

  

Penanganan 

Perkara 

Banding, 

Kasasi dan 

PK di 

Pengadilan 

Tingkat 

Pertama 

50 Pkr 
 Rp  

52.450.000  

3 Publik percaya 

bahwa 

Pengadilan 

Negeri Medan 

memenuhi 

butir 1 dan 2 di 

atas 

a. Persentase 

Isi Putusan 

Yang 

diterima oleh 

para pihak 

Tepat Waktu 

100% d. Persentase putusan 

perkara yang menarik 

perhatian masyarakat 

yang dapat diakses 

secara online dalam 

waktu 1 hari setelah 

diputus 

100% 100% 100% 100% 100% 

- - - 

b. Persentase 

Perkara yang 

Diselesaikan 

melalui 

Mediasi 

85% Meningkatnya 

Akses 

Peradilan 

bagi 

Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara 

Prodeo yang 

diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% Perkara 

peradilan 

umum yang 

diselesaikan 

melalui 

pembebasan 

biaya perkara 

50 Pkr 
 Rp  

52.450.000  

c. Persentase 

berkas 

perkara yang 

diajukan 

Banding, 

Kasasi dan 

PK secara 

lengkap dan 

tepat waktu 

100% b. Persentase Perkara  

yang  diselesaikan di 

luar gedung 

Pengadilan 

80% 80% 83% 85% 85% 

Penanganan 

Perkara di 

Zetting Plaat 

50 Pkr 
 Rp  

52.450.000  
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NO 

Tujuan 
Target 

Jangka 

Menengah 

SASARAN TARGET KINERJA STRATEGIS 

Uraian Indikator kinerja URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR 

TARGET 

2020 

ANGGARA

N 2020 

                 

  

d. Persentase 

putusan 

perkara yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat 

yang dapat 

diakses 

secara online 

dalam waktu 

1 hari setelah 

diputus 

70% 

 

c. Persentase pencari 

keadilan Golongan 

Tertentu yang 

mendapat layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% 

  

Pos Bakum 312 Jam 
 Rp  

52.450.000  

e. 

Persentase 

putusan 

perkara 

perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

70% 
Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

      

- - - 
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KINERJA KESEKRETARIATAN (SUPPORTING UNIT) 

No. Program Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

Target 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanan Tugas 

Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

Pembinaan Administrasi 

dan Keuangan berupa 

Layanan Perkantoran dan 

Laporan Pengelolaan 

Sistem Akuntasi 

Pemerintah (SAP) 

Terwujudnya transparansi 

pengelolaan SDM lembaga 

peradilan berdasarkan 

parameter objektif 

Persentase SDM yang 

promosi dan mutasi 

berdasarkan parameter 

objektif 

100% 100% 100% 100% 100% 

Terwujudnya transparansi 

pengelolaan serta 

pelaporan keuangan  

Persentase pencapaian 

penggunaan anggaran 

90% 90% 90% 90% 90% 

Persentase pengiriman 

Laporan Pengelolaan Sistem 

Akuntansi Pemerintah tepat 

waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

Mahkamah Agung 

Dukungan ketersediaan 

sarana dan prasarana 

aparat 

Meningkatkan Sarana dan 

Prasarana Fisik Pengadilan 

Meningkatkan perawatan 

sarana lingkungan gedung 

kantor   

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentasi pengadaan alat 

pengolah data dan 

komunikasi sesuai 

perencanaan yang ditetapkan 

80% 80% 80% 80% 80% 

Tersedianya dukungan 

sarana dan prasarana baik 

langsung maupun tidak 

langsung dalam rangka 

penyelenggaraan proses 

peradilan yang murah, 

cepat dan adil. 

Ketersediaan peralatan dan 

fasilitas perkantoran 

100% 100% 100% 100% 100% 
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3 Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 

Meningkatkan 

Profesionalisme dan 

kemampuan teknis SDM 

Meningkatkan kemampuan 

teknis SDM 

Persentase peningkatan 

produktifitas kinerja SDM 

(SKP dan Penilaian Prestasi 

Kerja) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentasi SDM yang 

mengikuti Diklat/Pelatihan 

20% 25% 30% 30% 40% 

.   
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MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019 

PENGADILAN NEGERI DOBO 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan Akuntabel  

g. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : 

- Perdata 

- Pidana 

 

h. Persentasi perkara : 

- Perdata 

- Pidana 

Yang diselesaikan tepat waktu 

 

i. Persentasi penurunan sisa perkara : 

- Perdata 

- Pidana 

 

j. Persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- PK 

 

 

100% 

100% 

 

 

90% 

100% 

 

 

 

30% 

30% 
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k. Persentasi perkara pidana anak yang diselesaikan 

dengan Diversi 

 

l. Indeks responden pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 

 

 

80% 

90% 

95% 

 

30% 

 

 

85% 

 

 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

e. Persentasi penyelesaian Minutasi perkara sesuai 

dengan jangka waktu yang ditentukan 

 

f. Persentasi isi putusan yang diterima oleh para pihak 

tepat waktu 

 

g. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 

 

h. Persentasi berkas perkara yang diajukan Banding, 

Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 

90% 

 

 

85% 

 

 

 

10% 
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100% 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

e. Persentasi perkara Prodeo yang diselesaikan 

 

f. Persentasi perkara yang diselesaikan di luar Gedung 

Pengadilan 

 

g. Persentasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 

mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)  

 

 

 

h. Persentasi Putusan perkara yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah diputus 

 

100% 

 

10% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan 

Pengadilan 

Persentasi Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

95% 
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5. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM 

berdasarkan parameter objektif 

d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi 

berdasarkan parameter objektif 

  

e. Persentase pencapaian penggunaan anggaran  

  

f. Persentase pengiriman Laporan Pengelolaan Sistem 

Akuntansi Pemerintah tepat waktu 

100% 

 

 

80% 

 

 

100% 

6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Fisik 

Pengadilan 

c. Meningkatkan perawatan sarana lingkungan gedung 

kantor   

  

d. Persentasi pengadaan alat pengolah data dan 

komunikasi sesuai perencanaan yang ditetapkan 

100% 

 

 

80% 

7. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana 

baik langsung maupun tidak langsung dalam 

rangka penyelenggaraan proses peradilan 

yang murah, cepat dan adil. 

Persentasi ketersediaan peralatan dan fasilitas 

perkantoran 

100% 

8. Meningkatkan kemampuan teknis SDM c. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM 

(SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) 

  

d. Persentasi SDM yang mengikuti Diklat/Pelatihan 

100% 

 

 

30% 


